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1. Komisi II DPR RI memberi apresiasi kepada BAWASLU yang telah menindaklanjuti laporan penyelenggaraan pemilu dengan melakukan klarifikasi kepada pihak terlapor, Komisi II DPR RI meminta kepada BAWASLU untuk menyampaikan hasil evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilu serta berkomitmen melaksanakan tugas pengawasan terutama terhadap DPT Pilpres dan proses pengisian sampai dengan tahap pengumuman formulir C1 demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk dapat menjamin keakuratan DPT dan melakukan antisipasi mengambil kebijakan apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS namun tidak tercantum dalam DPT Pilpres, selanjutnya melakukan antisipasi terjadinya manipulasi hasil pemungutan/penghitungan suara.
3. Sebagai implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Legislatif, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU agar dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang khususnya Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Nias Selatan serta penghitungan suara ulang dibeberapa daerah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri yang telah mengambil langkah kebijakan dengan menetapkan landasan hukum dalam hubungan dengan dukungan fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam persiapan penyelenggaraan tahapan Pilpres sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Agar penghitungan suara dalam Pemilu Presiden berlangsung jujur, adil dan transparan, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan jajarannya sampai tingkat KPPS wajib mengumumkan formulir asli C1 berupa salinan hasil penghitungan suara seluruh TPS di TPS dan di kantor-kantor kelurahan/desa diseluruh Indonesia sampai dengan ditetapkannya suara secara Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komisi II DPR RI mendukung rencana diterbitkan Surat Edaran bersama antara KPU dan BAWASLU untuk dapat memastikan formulir C1 Pilpres dapat diterima peserta Pilpres dan diumumkan kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, selanjutnya Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan BAWASLU untuk menjamin terwujudnya transparansi data untuk kepentingan penyelenggaraan Pilpres, termasuk didalamnya penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik.
